PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR  20   TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI BANTUL ,

Menimbang  :  
a.
bahwa  untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa memalui peningkatan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan organisasi Pemerintahan Desa sesuai potensi, keanekaragaman budaya dan kemampuan desa;


b.
bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman organisasi Pemerintahan Desa;

c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);


2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);


3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);


4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);


7.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745);


8.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;


9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;


10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pamong Desa merupakan sebutan lain Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian, dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lurah Desa

Pasal 6

Lurah Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 7

Lurah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Lurah desa mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b.
penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

c.
pelaksana pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;

d.
membuat peraturan desa bersama-sama dengan BPD;

e.
menyusun rencana pembangunan desa;

f.
pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

g.
pelaksana kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.
pelaksanaan tugas lain yang diserahkan kepada desa, dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Carik Desa dan Sekretariat Desa

Pasal 9

(1)
Carik Desa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

(2)
Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik Desa.

Pasal 10

Carik Desa mempunyai tugas :

a.
menyelenggarakan kesekretariatan desa;

b.
menjalankan administrasi desa;

c.
memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa;

d.
melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik desa;

e.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Lurah Desa.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Carik Desa mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa, personalia Pamong Desa, perlengkapan dan rumah tangga desa.

b.
pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa.

c.
pelaksanaan laporan keuangan desa.

d.
pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa.

e.
pengelolaan perpustakaan desa.

f.
pengelolaan aset desa.

g.
penyusunan rencana Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

Bagian Ketiga

Bagian Keuangan

Pasal 12

(1)
Bagian keuangan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa di bidang keuangan.

(2)
Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

(3)
Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 13

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a.
menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa.
b.
mengelola dan membinda administrasi keuangan desa.

c.
menggali sumber dana keuangan desa.

d.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan penyusunan rancangan dan mengelola APB Desa.

b.
pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pungutan desa.

c.
pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban dan perhitungan keuangan desa.

Bagian Keempat

Bagian Pemerintahan

Pasal 15

(1)
Bagian Pemerintahan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa di bidang pemerintahan.

(2)
Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

(3)
Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 16

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas :

a.
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa;

b.
melaksanakan administrasi kependudukan;

c.
administrasi pertanahan;

d.
pembinaan sosial politik;

e.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Desa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.
penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa.
b.
penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan.

c.
penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan.

d.
penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik.

e.
pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima

Bagian Pembangunan

Pasal 18

(1)
Bagian Pembangunan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa di bidang Pembangunan.

(2)
Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

(3)
Kepala Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Pasal 19

Bagian Pembangunan mempunyai tugas :

a.
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;

b.
pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa
c.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Desa.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

a.
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa.
b.
peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa.

c.
pendataan, pengolahan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa.

d.
peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa.

e.
peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam

Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 21

(1)
Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa di bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat.

(2)
Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

(3)
Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 22

Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a.
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;

b.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Desa.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a.
perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
b.
pencatatan dan pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai;
c.
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;

d.
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;

e.
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan;

f.
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;

g.
evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh
Dukuh

Pasal 24

Dukuh merupakan pembantu Lurah Desa dalam wilayah pedukuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

Pasal 25

Dukuh mempunyai tugas :

a.
membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Lurah Desa di wilayah kerjanya.

b.
melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.

c.
melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya.

d.
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Desa.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Dukuh mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

b.
pelaksanaan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedukuhan.

c.
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedukuhan.

d.
peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat pedukuhan dalam pembangunan desa.

e.
pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan oraganisasi di Pemerintahan Desa melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal atas segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
Pasal 28

(1)
Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintahan Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

(2)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap satuan organisasi Pemerintahan Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 29

(1)
Carik Desa mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2)
carik Desa mewakili Lurah Desa apabila Lurah Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1)
Carik Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai Carik Desa dan secara bertahap diangkat menjadi  Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kepala Bagian dan Dukuh yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
(3)
Bagian Umum yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan unsur Pamong Desa, sampai dengan Kepala Bagian Umum berakhir masa jabatannya  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

(4)
Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum habis masa jabatannya, ditetapkan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat  berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(5)
Sekretaris BPD yang yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Kepala pada Urusan Tata Usaha BPD yang merupakan unsur Pamong Desa , dan tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 02);

2.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 8);

3.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 53);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 November  2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI  D   NOMOR     18    TAHUN 2007

